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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Dalam pelaksanaan perjanjian franchise jelly potter pihak franchisee harus
melakukan pendaftaran untuk bermitra dengan Brand Jelly Potter tahap-
tahap sebagai berikut :

a. Membuka website https://jellypotterofficial.id. Kemudian pengajuan

titik lokasi harus Jarak dengan gerai/outlet jelly potter lainnya
minimal 2,5 km.

b. melakukan pembayaran sebesar 50% atau Rp.10.000,000,- (Sepuluh
Juta Rupiah) ke nomer rekening yang telah diberikan sebagai
pembayaran awal atau yang lebih dikenal dengan Franchisee fee.

c. Proses urutan pengajuan atau booking nomer antrian agar bahan dan
grobak dikirim ke pihak franchisee.

d. Pelunasan sisa yang harus dibayar dari DP yang telah diserahkan,
apabila pembayaran telah lunas maka pihak franchisor akan
mengirimkan surat perjanjian ke pihak franchisee menggunakan pos
dan pihak franchisee hanya menandatangani surat tersebut dan
menggunakan materai. kemudian surat tersebut akan dikirim kembali
ke kantor pusat yang ada dijakarta menggunakan pos. apabila
pembayaran telah lunas kemudian baru pihak franchisor mengirimkan

kebutuhan yang diperlukan oleh pihak


https://jellypotterofficial.id/
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franchisee antara lain bahan baku pembuatan jelly potter, 1 unit
grobak dan bahan-bahan lainnya.

e. Pihak franchisee dapat membuka outlet/gerai jelly potter atau grand
opening. Untuk mitra grand opening wajib promo beli 1 gratis 1
minimal 3 hari.

2. Dalam perjanjian jelly potter para pihak belum ada melakukan wanprestasi
baik dari pihak franchisor dan franchisee yang hingga sekarang masih
memenuhi hak dan kewajiabannya masing-masing. Apabila terjadi
wanprestasi dalam Surat Perjanjian pasal 12 yakni :

“Apabila timbul sengketa diantara kedua belah pihak dikemudian hari

akibat dari perjanjian maka akan diselesaikan secara musyawarah dan

mufakat. Apabila dalam musyawarah tersebut kedua pihak tidak berhasil
mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan
sengketa secara hukum yang berlaku di Negara Indonesia dan kedua
belah pihak memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Jakarta Utara”.

Alasan franchisor memilih kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Jakarta Utara adalah dengan ditentukan lokasi pengadilan maka pihak

franchisor memiliki posisi yang kuat dan pihak franchisor dapat

meminimalisir terjadinya perselisihan antara pihak franchisor dan

franchisee.
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B. Saran

1. Pihak franchisor selaku pemilik franchise harus terus melakukan
pemantauan berkaitan dengan jalannya segala sesuatu yang tercantum
dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba
mengenai kewajiban pemberi waralaba, agar tidak terjadi hal-hal yang
tidak diinginkan dan dapat merugikan kedua belah pihak khususnya
franhcisor dalam melakukan perjanjian franchise.

2. Pihak franchisor maupun franchisee diharapkan terus mampu
menjalankan kerjasama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati,
agar dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi
selama perjanjian berlangsung dan apabila terjadi wanprestasi maka kedua
belah pihak akan menyelesaikannya dengan cara berdamai sesuai pedoman

dari isi perjanjian franchise jelly potter.
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